ABSTRAK

Minangkabau land consists of Negoriongars, which means cacl, P NAS s owin area
of jurisdiction { fanah vlavary with the horder such as top al the Inll or tiver 1 there 1sa
terraed next door, then the wide almergend s Oxed Tom bow sinnehody can walk antil
there will not be such a path be stepped in like o steep. rapid river or a very dense forest
The tanahr wlavar of nageari has been the ancestors anywhere since they found it long
time ago, no matter if it is a forest or just o field as reserve and heritage: Tor the nes)
generation afterwards. Tomah wlovar can be divided s thigh forest” (Mdanr tineei) and
"low forest" (fuitan remelah). High forest is the area that never hee cultivated for
farming, just like the first time Allah endowed it On the other side low lorest s (he are:
that has been cultivated for fanming or housing. Funals rlavad determined by ancestors
tor the sake of all the members of clun collectively and hold by penglidi of the clan, The
right of clan as member of united custom (persehuiien aclat) Tor the land called ek
wlervat, and the Jand itsell ealled clan's foias sdeyar (ieecdt wlyvat kaneni) which hold by

pengtudn ol the clan



PENDAHULITAN

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia secara ferur
menerus dan berkesinambungan senantiasa diupayakan untuk tercapainya
manusia Indonesia yang seutuhnya sejahlera adil dan malkmur berdasarkan
pancasila dan UUD 45. Untuk itu diupayakan optimalisasi senma potensi dan
sumber daya alam yang ada Smentara itu sumber daya alam vang tersedia,
Jumlahnya relatif terbatas baik mengenai macammyn potensi dan juga
penyebaran yang tidak meraia. Hal ini diiringi oleh beranska ragamnya
kbutuhan dengan identitas yang berlainan, pertambahan penduduk yang
sangat cepat, kemajuan tingkat pengetahnan masvarakat serta telmologi
mengakibatkan juga meningkatnya demand secara knalitatif manpun
kmantitatif dengan supply yang terbatas.

Tanah sebagai salah satn sumber daya alam yang terpenting bagi negara
yang dikuasai oleh negara sebagai mana yang tercantum dalam pusal 33
Undang-Undang Dasar 45 haruslah dimanfastkan nniuk sebesar-besarmya
kemakmuran rakyat. Dalam konteks demikian jelas bahwa pengertian vang
terkandung dalam pasal tersebut diaias ialah mengamanatkan kepada kita
untuk sesegera mungkin dilakukan upava-upaya optimallisasi fimgsi dan
peemanfaatan tanah sesuai dengan kondisi objektif dan spesifikasi tanah.
Kemudian juga kita ketahui bahwa pada suatn pihak tanah mempimyai sifat-
gifat sebagai berikut -

A. Immobility, 1atah tansh dalam arti mang yang tidak dapat dipidah
pidahkan sebagai suatu persil yang mengandiung strategt, suat benda
yang tidak bergerak { onroerent )

B.  Finiteness, ialah tanah mempunyai sifat terbatas, terbatas maksudnya
ialah kalan dibandingkan dengan kebutuhan dan pertambahan penduduk
atan population sebagai perbandingan deret ukur dan deret tambah
dan tanah tidak dapat diproduksi.

C. Fixedin place, ialah tanah mempunyai sifat spesifik, sular diganti

secara tepat misalnya lokasi merupakan batu kapur tidak dapat di
robah menjadi jenis lain, dan merupakan tempat yang tetap.
D.  Reversible and Irrevesible Uses, ialsh tanah dalam arti rang, suaty

persil tanah mungkin dapat digunakan untuk sawah atau untuk pemukiman
atau tanah tersebut hanya mungkin cocok untuk saty kebutuhan ma
nusia, atau dapat berguna untuk berbagai kebutuhan,

E. Alternative gnd Combined Ures, ialah tanah mempunyai gifat alter




natif atas kegunannya , suatu bidang tanah daput digunakan untuk makam
tempat tinggal atan jalan dan sebagainya atuu dapat digunaken dengan

berbagai kebutuhan hidup atan campuran.

LANDASAN HUKUM

Mengenat hak-hak atas tanzh di dalam UUPA tidak dicantumkan secara
eksplisit pengertiannya. Namun pada pasal 4 ayat 2 UUPA yang berkaitan
dengan hak-hak atas tanah dapal kita mengerti balwa hak atas tanah adalah
hak untuk menggunakan tanah sanpai pada batas-batas tertentu sesuai dengan
keadasn dan sifat dari pad hkny hingg bermamiit baik bagi kesejshterasn
dan kebahaginen yag mempunysi hak maupu masyarakat degan
memperhatikan ketenluan yang dinyatakan oleh pasal 6 UUPA yang
menegaskan bahwa semua hak atas tanah berfimgsi sostal.

Kemudian dalam penjelasan umnm angka I (4) UUPA dikemnkakan bahwa
hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan
bahwa tanahnya itn akan digunakan atau tidak digunakan semata-mata untuk
kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal ity menimbulkan kerugian bagi
magyaralat.

penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifit dari pada
haknya hingga bermamfant baik bagi kesejahterasn dan kebahaginm yang
mempunysal maupun bermamiaat pula bagi masyarakat.

Kalan kedua pasal ini dibubungkan dengan pasal 16 UUPA dapat
disimpulkan bshwa membahas hak atas tansh adalash membahus hek da
kewsajiban, kewenangan- kewenangsn dan mamfast dalam menggunakan tash
yang dengan sendirimyz meliputi pisik tanah, lingkungan dan ruang distasnya

Dalam pasal 16 ditetapkan macam-macam hak ates tansh yang memberi
wewenang pada pemegang haknya untuk menggunakannya, memperoleh
mamfaat, mengalihkannya dan dilain pihak dibebam kewajiban untuk
memelihara dan memcegah kerusakan dan menambah kesuburanmyz

Pengertism hak atas tanah i juga  dikemukakan oleh Hasan
Wargakusumah, SH,

“Hak atas tanah adalah hak yang diterima oleh perseoranpan atau
badan hukum  selskn  pemepang  kuasa atas tansh  vang  memberikan
wewenang kepada yanp puitya hak untuk memperpuakan tanah yang
bersanpkutan sesual dengan sifat haknva”.



HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKU UUPA NO.5 TAHUN 1960

Secara khusus tidak kita temui asas-asas hak atas tanaly dalem UU PA,
tetapt hamya asas Hukum Agraria nasional, karena hukum agraria salah
satunya menymnglut tetang tanah, maka asas-asas hukum agrartapin berlakuy
terhadap tanah termasuk hak-hak yang ada padanya

Oleh karena itu uraian berikut akan memaparkan sebagian dar asas-asas
hukum agraria nasional yang menurut penulis erat kaitannya dengan hak-hak
atas tanah dan sekaligns penulis sebut sebagai asas-asashak atas tanah
Asas-asas lersewbut ialah :

L. Asas huk menguasai dari negara.
Negara sebagai organisasi keluasaan dari selumuh rakyal Indonesia
bertindak selaku badan peguasa, berdasarkan hal ii dapat  dilihat
ketentuan pasal 2 ayat 1 UUPA.
“Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dusar 1945
dalam hal-hal sebagai vang dimalsud dalam pasal | bumu,air da
ruag  anghasa, termasuk kekavaan alam yag lterkandung
didalamnya itu pada tighat tertingei dikuasai oleh negara, sebapai
orgaisan: kekuasaan seluruh rakyat".

Berdagarkan hal itu kekuasasn negara atas tanah yang sudah dipunyai
orang dengan suatu hak dibatasi oleh isi dari hak itn, artinya sampai
seberapa negarz memberi kekuasaun kepada yang mempunyainya untuk
mempergunakan  halmya, sampai  disitulah batas  kelussaan negara
tersebut,

Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak olsh
seseorang atan pihak lain adalah lebih luas dan penuh, berdasarkan pada
tujuan bahwa negara dapat memberikan tanah yang demikian itu pada
seseorang atau badan hukum denga suatn hak menurt perumtukan dan
keperluammya

2. Agas Pungsi Sosial

Asas fingsi sosial ini adalah suatu asss vang sudsh bersemi dalam
masyarakat hulum  adat Indonesia yakni kehidupan bersema  dan
kepentingen bersama (Komunal) vyang merupakan  dasar  kehidupan
magyarakat.

Memurut penjelasan umum I (4) yang berarti bahwa -

Hak atas tensh apapun yapg ada pada seseorang tidaklzsh dapat
dibenarkan, bahwa tanah ity akan dipergunakan semata-mata  untuk
kepentinga pribadi, apalagi kalan hak ity menimbullan kerugian pada
masyarakat. Tetapl dalam pada ity kententuan tersebut tidak berarti,



bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali  oleh
kepentingan umum (masyarakat),

Kepentingan masyarakal dan kepentingan perseorangan harusiah saling
mengimbangi hingga pada akhirnya tercapailal tujuan pokok yaitu
kemalommiran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Berhubungan dengan fugsi sosial ini, maka adalah suatn hal yang
sewajarmya untuk memelibara kesuburannya, agar terpelihara  dari
kerusakan tanah. Kewajiban memelihara ini tidalk hanya ditnmpukan pada
perseorangan lapi juga pada badan hukum dengan tanah dimana dalam
melaksanakan ini harus memperhatikan pihak ekonormnis lemah,

3. Agas Minimum dan Maksimmm,

Asas ini dapat dijumpai pada -

Pasal 7 UUPA :
Untuk tidak merugikan kepetingan umum, maka pemilikan dan
peguasaan tash vang melampani batas tidak diperkeankan

Pasal 17 UUPA -
{1).Dengan mengingat ketentuan pasal 7 maka untuk mecapal
tmjuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) distur luas
maksimnm dan atan minimum vang boleh dipunyai dengsn

sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh sam keluarga atan
badan hulam.

(2). Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayal 1 pasal
ini dilakukan dengan peraturan permndang-udangan dalam
waktu yang singkat.

{3). Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batag
maksimum termaksud dalam ayal 7 pasal ini diambil oleh
pemerintalh dengan ganli-rugi, untuk selanjutnya  dibagikan
kepada rakyat yang membutuhkan menurit ketentuan-ketentuan
peraturan pemerintah.
{4). Tercapainya batas moimum termaksud dalam ayat | pasal imi
yang akan ditetapkan dengan peratura perudang-undangan,
dilaksanakan secara berangsur-angsur.
Berdasarkan pasal 17 UUPA diatas jelaslah bahwa pada pasal ini
merupakan  landasan  peluksanaan  Landreform, supaya  dapat
menghapuskan fuan-than tansh atau monopoli pemilikan tanzh dan



melindungi kesejshteraan rakyat. Until pelaksanasn asas ini sudah
diundangkan UU No.56 Prp/1960 (UU Landreform).

4. Asas Produktif Tanah Pertanian,
Asas ini dapat dijumpai dalam pasal 70 (1) UUPA -
“ Setiap orang atan badan hukum yang mempuyai sesuaty hak
atas tanuh pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atay
mengusahakannya secara aktif dengan mencegah pemerasan.

Berdasarkan pasal 10 (1) UUPA diatas berarti - bahwa tanah pertanian
dilarang adanya tanah terlantar, larangan tanah guntar dan  dibatasi
gerakan tuan tanah.

Sebagai prinsip bahwa tansh pertanian wayib produktif aktif, maksudnya
tanah pertanian harus dikelola, dikuasai atau dimiliki oleh kaum tani

INTENSITAS PENGGUNAAN LAHAN.

Dari seluruh luas kodya Padang yakni 69.496 Ha, sampal saal ini
penulis melakukan penelitian lapangan untak lporan im dan berdasarkan duta
yang penulis dapatkan ditermui bahwa tanah vang terdaftar Jumlahmya relatif
mash kecil yang meneapai 1.387.2662, ha atay bara sekitar 1.99 % dari
luas kota Padang keseluruhannya.

Status tanah di Kodya Padang dialasi oleh beberapa jenis hak atas tanah
yakni tanah negara den hutan lindung, tansh hak milil, hak euna bangunan,
hak guna pakai dan tansh hak ulayat, Tanah yang sudah terdaftar dengan
sesuatu hak meliputi hak milik yakni 521 5939 Ha atay 0.75 %, hgb
433.3488 Ha atau baru sckitar 1,99% dari luas kotn padang secara
keseluruhan. Kalay diperhatilem pula dalam penelitian terebut bahwa tanah
Ulayat adalah merupakan tanah yang paling luas jumlabnya yaitu sekitar
34.339,83 Ha atan sekitar 49,41 % dari luas kota padang, Kalan fata
perhatikan pula luas administrasi daerah Bungus teluk Kabung yaitu 11, 199
Ha hanya termanfaatkan sebesar 239,0 Ha dan ity lebih banyak digmaksn
pada sektor perumahan yaitu sekitar 171,00 Ha dan dapat diperkirakan
bahwa tanah ulayat Nagari masih sangat luas tersedia dan ini menurut hasil
penelitian masyarakat tersebut mau menyerahkan tanalmya untuk kepentingan
umum dan kemajuan daerah Bungus hanya saja sisitem atau pendekatan yang
dilakukan aparat pemds kadangkala didak menyentuh kewnginan masyarukat
secara keseluruhan, Kendala lain adalah intensitas penggunaan luhan lebih
tinggi dipusat kota dibandingkan pada daerah pingiran kota Schbalilarya
lahan losong menyebar hampir seluruh pinggiran kota dengan pengsunasn
sebagal tegalan, sawah, kebun campuran atan dibiarkan terlantar dan tidak
digarap oleh pemiliknya. 5

Banyaknya gejala dan masaalah yang timbul adalzh memmjukan kepada
kita bahwa sebenamya perkembangan fsik masing masing pusat kota



kecamatan terutama  lecamatan Bungus  adalahsepennhnyy mengilaii
perkembangan kota secara keselurshan vang dituanglean dala rencana induk
kota. Lebih dari itu perkembangan jmiah penduduk yang tidak diimbangi
dengan peningkatan sosial ekonominya telah memuncukan konsentrasi-
konsentrasi pemukiman yang padat dan dibawsah standar ( slum area ),
dengan ciri utamanya adalah

1. Memiliki jumlah bangunan yang padat dan Kumuh

Z. Tata guma tanah dan lahan serta bangunan yang tidak teratur,

3. Dihuni oleh sejumlah pendirdul berpnghasilan rendah

4. Kepadatan penduduk tinggi

5. Seringnya banjir dan tanah longsor.

6. Mendapat tingkat pelayanan prasarana air bersili, jalan, sampah dan
lainya vang dibawsah standar,

Dari beberapa hal tersebut diatas sebenaruya tergantimg pada rencana
induk kota yang tetuang dalam RUTRK dun RP3T. Namun pada kenyataanya
pelaksanasn suatu rencana yang dibuat meberi pengaruh yang culup berarti
dilapangan yang antara lain adalah terhadap hak atas tanah yang ada pada
masyarakal nagari atan perorangan dimana dalam proses pengalihan halk atas
tanah ataupun pembebusan hak atas tanah sering terjadi ketidak seimbangan
antara yang membebaskan tanah dengan pemilik tanah

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang terdapat diatas, dapat distmpulkan hal-hal sbb -
1. Peratman pemakaian/ peruntukan tansh sangat perlu dalam rangka
pelaksanasn RUTRE dan tidak tumpang tindibnya pengounaan tanah,

2. Bahwa hak milik dapat dipandang sebagai hak benda tanah hak mans yang
member: kekuasaan kepada vang memegang untuk memperoleh { merasakan )
hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah ity seoluh-
olah sebagai eigenaar | dengan memperhatikan peraluran-peraturan hukum
adat setempat dan peraturan-pershiram pemmerimtah,

3. Daerah Minangkabau terdiri atas Nagari-Nagari, dimana sctiap nagari
mempuiiyar hak ulayatnya masing masing, yang keberadasnya diminangkaban
dibawah kekuasaan menurut sistem pemerintahan adat Minangkabau vang
dibedakan atas keselarasan Koto Pilinng dan Eeselarasan Bodi Caniago.

4. Tanah uvlayat Nagari dimliki olel Nenek moyang saal mereka
mendapatkanya pada suatu lempat pada masa dahulunya, baik berupa hutan
maupun berbentuk lapangmm sebagai cadangan bagi perkembangan generasi
berikutnya



Sejalan dengan kesimpulan diatan kiranya dapat disarsnkan hal hal
sebagai berikut -

L. Agar sctiap bidang tanah dapat bermannfhal secara lebih optimal dan
merata, bagi seluruh lapisan masyarakal terutama masyarakat hukum adat,
maka perlu dipadukan sistem pengendalian tanah yang pada dasarnya
mencegah spelailasi tanah yang merigikan,

2. Supaya pengeunasn tanah  sesuai dengan RUTRK dan rencana
Pembangunan pada umumnya, maka peruntukanya perlu dikaitlan dengan
persyaratan pada pemberian permohonan hak atas tanah,

3. Pada msayarakat Bungus teluk kabung yang masih Iuas tanah ulayatmya
supaya proaktif dalam mennyongsong otonomi daerah dan pemanfuatan tansh
demi kepentingan anak kemenakan akan terealiric dun  fanah yang
terbengkalai/ tidak dimanfatican akan segeri berpotensial,

4. Langkalangkah seperti penvuluhan , bimbingan pada masvarakat |uas
tentang RP3T dan berbagai peraturan yang bersifat memberi rangsangan bagi
masyarakat untuk  fujuen pembangunan  perlu  lebih diintengifkan
pelaksanaanya
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